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GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI


3.1	 Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung
 Adanya suatu perangkat kebijakan mengenai ruang terbuka hijau di suatu kota pada dasarnya berawal / berangkat untuk mengatasi berkurangnya ruang terbuka hijau akibat dari perkembangan kota, dimana dengan semakin berkembangnya suatu kota menyebabkan adanya ketimpangan antara proporsi luas lahan terbangun dengan proporsi luas kawasan penyangga. 
 Dengan adanya ketimpangan tersebut, nantinya akan berdampak kepada penurunan kualitas lingkungan kota, peraturan atau kebijakan mengenai ruang terbuka hijau dimaksudkan tidak lain adalah sebagai dasar hukum untuk penyeimbang antara peraturan mengenai kawasan terbangun dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah lingkungan kota. Adapun beberapa kebijakan mengenai ruang terbuka hijau di Kota bandung adalah sebagai berikut:

3.1.1	Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara (KBU)
Peraturan daerah ini yang mengatur pengembangan wilayah Kota Bandung di atas ketinggian 750 meter dpl harus mengikuti peraturan teknis pengembangan kawasan konservasi resapan air dan konservasi tanah, flora fauna, serta daur karbon dan iklim mikro kawasan cekungan Bandung.

3.1.2	Kebijakan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan RTRW Kota Bandung Tahun 2003-2013   
 Secara umum arahan pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung dilakukan dengan mengembangkan kawasan lindung minimal menjadi 10 % dari luas lahan kota, memanfaatkan kawasan budidaya yang dapat berfungsi lindung, dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dan buatan pada kawasan lindung. Penjabaran lebih lanjut dari arahan ini adalah mengembangkan kawasan-kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahanya dilakukan dengan mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi.
1.	Untuk kawasan perlindungan setempat (kawasan yang melindungi kawasan bawahanya), kebijaksanaan pengembanganya adalah, sebagai berikut:
a.	Melestarikan dan melindungi kawasan lindung yang ditetapkan dari alih fungsi.
b.	Mengembangkan kawasan yang potensial sebagai jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk garis sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel kereta api.
c.	Intensifikasi dan ekstensifikasi ruang terbuka hijau.
d.	Mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan mengendalikan alih fungsi ke fungsi lain.
e.	Mengembalikan fungsi RTH yang telah beralih fungsi.
2.	Kawasan perlindungan setempat yang berfungsi pula sebagai ruang terbuka hijau kota (RTH) meliputi:
a.	Jalur sempadan sungai dengan kriteria sesuai dengan Kepmen No.32 tahun 1990.
b.	Kawasan sekitar danau buatan/bendungan dengan lebar 50-100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah luar.
c.	Kawasan sekitar mata air dengan jari-jari sekurang-kurangnya 200 meter.
d.	Jalur sempadan jalan kereta api sepanjang kiri kanan sekurangnya 10 meter.
e.	Kawasan dibawah saluran udara tegangan tinggi, kriteria kawasan sekitar jalur udara utama listrik tegangan tinggi diatur dalam peraturan daerah No. 14 tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya DT II Bandung.
f.	Sempadan jalan dan jalan bebas hambatan. Sempadan jalan bebas hambatan diatur oleh pengelola jalan bebas hambatan sesuai dengan rancangan teknis dan peraturan perundangan yang berlaku.
g.	Taman kota, taman lingkungan dan pemakaman umum disesuaikan dengan standar prasarana kota dan besaran atau lokasi.
3.	Rencana pola pengembangan kawasan lindung setempat yang berfungsi pula sebagai ruang terbuka hijau ini adalah :
a.	Menambah jalur hijau jalan di sepanjang jaringan jalan yang ada dan direncanakan termasuk jalur hijau Pasupati sehingga diperkirakan seluas 2% dari total wilayah Kota Bandung.
b.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi RTH di sepanjang sempadan sungai, jaringan jalan, saluran udara tegangan tinggi, sempadan jalan, dan jalan bebas hambatan.
c.	Intensifikasi dan ekstensifikasi RTH di kawasan taman kota, pemakaman umum, serta disekitar danau buatan dan mata air.
d.	Secara mikro dilakukan penyediaan taman-taman lingkungan yang berada dipusat-pusat lingkungan perumahan dengan standar sebagai berikut:
	Taman lingkungan RT untuk 250 penduduk dengan luas 250 m2, atau standar 1 m2/penduduk.
	Taman lingkungan Rw untuk 2500 penduduk dengan luas 1.250 m2, atau standar 0.5 m2/penduduk dengan fasilitas pendidikan SD.
	Taman skala kelurahan atau untuk 25.000 – 30.000 penduduk dengan dan taman-taman dengan luas 9.000 m2, atau standar 0.3 m2/penduduk.
	Taman skala kecamatan atau untuk 120.000 penduduk dengan luas 24.000 m2, atau standar 0.2 m2/penduduk.
	Taman skala pengembangan atau untuk 480.000 penduduk dengan luas 14,4 Ha, atau standar 0.3 m2/penduduk.
	 Bentuk upaya intensifikasi ruang terbuka hijau dapat dilakukan dengan pemilihan jenis tanaman, letak tanaman, ruang antar pemukiman, taman-taman rumah, selain itu juga diantaranya melalui penataan ulang makam dan taman kota yang dijadikan SPBU. Untuk ekstensifikasi RTH dilakukan dengan pembuatan RTH-RTH baru.

3.1.3	Kebijakan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan RENSTRA Kota Bandung Tahun 2004-2008   
  Di dalam RENSTRA Kota Bandung 2004-2008, penghijauan merupakan strategi untuk meningkatkan Penataan Kota, yaitu sebagai bagian dari Program Pengembangaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup dan Program Penataan Lingkungan Pemukiman yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Bandung. Berdasarkan dokumen Rencana Strategis yang telah di-Perda-kan tersebut (PERDA No. 06 Tahun 2004), dalam dokumen Renstra tersebut, kegiatan yang secara eksplisit berkaitan dengan penghijauan Kota Bandung dinyatakan dalam indikator kegiatan sebagai berikut:
a.	Peningkatan kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau.
b.	Peningkatan penghijauan kota.
 Sedangkan hal-hal yang dijadikan sebagai indikator kinerja untuk kedua kegiatan tersebut di atas adalah:
a.	Meningkatnya intensitas pemeliharaan taman-taman kota dan hutan-hutan kota.
b.	Meningkatnya upaya-upaya pencegahan pengalihan fungsi ruang terbuka hijau.
c.	Terwujudnya upaya-upaya untuk mencapai proporsi ruang terbuka hijau.
 Penghijauan Kota Bandung dijabarkan lebih lanjut oleh dua dinas teknis, yaitu Dinas Pertamanan dan Pemakaman serta Dinas Pertanian. Kebijakan mengenai penghijauan di Kota Bandung, oleh Dinas Pertanian ditetapkan sebagai salah satu kebijaksanaan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penghijauan produktif di kawasan-kawasan kritis sedangkan Dinas Pertamanan dan Pemakaman meningkatkan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota. Kegiatan penghijauan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman mempunyai cakupan dan skala yang lebih luas dibandingkan dengan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian. Hal ini dapat dilihat dari salah satu Misi Dinas Pertamanan dan Pemakaman, yaitu “Memelihara, mempertahankan, dan memperluas Ruang terbuka Hijau Kota Bandung”. Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman melalui misi tersebut di atas adalah meningkatkan kualitas lingkungan dan iklim mikro kota. Adapun sasaran dari misi tersebut adalah:
a.	Terpeliharanya 490 buah taman kota seluas 115 hektar yang tersebar di seluruh wilayah Kota Bandung.
b.	Tercapainya perluasan ruang terbuka hijau seluas 80 hektar di wilayah Bandung Timur dan 10 hektar di wilayah Bandung Utara sebagai Kawasan Resapan Air.
c.	Tertatanya Kawasan Tegallega, Taman Maluku, Taman Cilaki, Babakan Siliwangi, dan taman yang memiliki luas minimal 2500 m2 sebagai hutan kota, kawasan konservasi dan kawasan lindung, cagar alam dan budaya, maupun sebagai elemen estetika kota.
d.	Terlaksananya pola kerjasama dan kemitraan dalam pengelolaan 42 buah Taman  Kota di lokasi strategis dan jalur jalan arteri kota.
e.	Terlaksananya penghijauan kawasan permukiman dan perumahan melalui penyebaran tanaman pelindung rata-rata 5000 pohon setiap tahun.
f.	Tersusunnya Peraturan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan RTH.   
 Sedangkan kebijakan yang dijabarkan pada Dinas Pertanian adalah menjadi suatu program mengenai pengembangan komoditas pertanian unggulan melalui kegiatan penanaman tanaman produktif seperti tanaman buah-buahan di lingkungan permukiman (perumahan) dan kawasan pendidikan. Target penanaman juga diarahkan untuk menghijaukan kawasan Punclut di Bandung Utara dengan tanaman produktif. Beberapa kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:
a.	Penghijauan tanaman produktif di wilayah perkotaan.
b.	Penghijauan kawasan konservasi di wilayah Kota Bandung.
c.	Penghijauan produktif sebagai upaya membuat paru-paru kota.
d.	Restocking.

3.1.4	Peraturan Daerah Kota Bandung No.7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan RTH
Isi dari peraturan daerah ini menyebutkan mengenai kewajiban pihak Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) dalam rangka menjaga keberadaan dan keberlangsungan RTH. Salah satu tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam menjaga dan melindungi ketersediaan RTH dari alih fungsi lahan serta meningkatkan peran dan tanggung jawab aparatur dan masyarakat dalam mengelola RTH.
3.2	Gambaran Umum Kota Bandung
Secara geografis Kota Bandung terletak di wilayah Jawa Barat dan merupakan Ibu kota Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung terletak di antara 1070 – 430 Bintang Timur dan 60 00 – 60 20 Lintang Selatan. Kota Bandung terletak pada ketinggian 768 Meter di atas permukaan laut, titik tertinggi di daerah Utara dengan ketinggian 1.050 Meter dan terendah di sebelah Selatan adalah 675 Meter di atas permukaan laut.
Berdasarkan administrasi, Kota Bandung meliputi 30 Kecamatan yaitu : Kecamatan Andir, Antapani, Arcamanik, Astana Anyar, Babakan Ciparay, Bandung Kidul, Bandung Kulon, Bandung Wetan, Batununggal, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, Buahbatu, Cibeunying Kaler, Cibeunying Kidul, Cibiru, Cicendo, Cidadap, Cinambo, Coblong, Gedebage, Kiara Condong, Lengkong, Mandalajati, Panyileukan, Rancasari, Regol, Sukajadi, Sukasari, Sumur Bandung dan Kecamatan Ujungberung.
Adapun batas-batas administratif Kota Bandung, sebagai berikut :
	Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.
	Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.
	Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cimahi Utara, Cimahi Selatan dan Kota Cimahi.
	Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Dayeuh Kolot, Bojongsoang, Kabupaten Bandung

3.2.1	Kebijakan Pengembangan Kota Bandung
Di dalam RTRW (PP 28/2008 dan RPM RTRW Pulau Jasa-Bali). Kota Bandung ditetapkan sebagai salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Kota Bandung Sekitarnya sebagai Kawasan Andalan Cekungan Bandung dengan sektor unggulan industri, tanaman pangan, pariwisata, dan perkebunan. Arahan pola pemanfaatan ruang: Pengendalian urban spawl/konurbasi di koridor Bandung-Cimahi dan Bandung-Soreang, Pengurangan beban kota dengan penyebaran pusat kegiatan dan Konservasi di daerah resapan air. Arahan pengembangan jaringan transportasi: sebagai jalan penghubung Cicalengka-Soreang-Padalarang dan sistem transportasi missal intra-urban.
Di dalam RTRW Propinsi Jawa Barat (Perda No 2/2003) Kota Bandung masuk ke dalam PKN Metropolitan Bandung dan Kawasan Andalan Cekungan Bandung dengan kegiatan utama pengembangan SDM, jasa, agribisnis, pariwisata, industri. Arahan pola pemanfaatan ruang berupa Kawasan Hutan Lindung Bandung Utara, Pengendalian pusat kegiatan di Metropolitan Bandung dan Arahan Pengembangan jaringan transportasi berupa Pengembangan Terminal Terpadu Gedebage (Terminal Tipe A). Peningkatan kapasitas pelayanan Bandara Hussein Sastranegara. Pengembangan angkutan massal di Metropolitan Bandung (jalur KA Cekungan Bandung) dan pembangunan jalan tol Cisumdawu. Secara umum konsep, kebijakan, arahan dan kebijakan ruang di Kota Bandung dapat dilihat pada table berikut:
Tabel III.1
Kebijakan Ruang Kota Bandung
Konsep fungsi kota 	Fungsi Kota Bandung: pemerintah dan perkantoran, jasa perdagangan, industri, jasa, pendidikan, wisata, litbang, jasa
Kebijakan struktur tata ruang	Mengembangkan 2 pusat primer untuk wilayah Bandung Barat dan Bandung Timur.Membagi wilayah Kota menjadi 8 Sub Wilayah Kota (SWK)Mengembangkan pusat sekunder, pusat sub-WP dan pusat-pusat lingkungan secara merata dengan pembagian jenjang pelayanan di setiap Wilayah PembangunanMenata fungsi dan struktur jaringan jalan yang serasi dengan sebagian fungsi kegiatan primer dan sekunder
Arahan Pengembangan Pemanfaatan ruang	Bandung Utara (wilayah antara 750 dpl s.d batas utara kota): kebijakan membatasi pembangunanBandung Barat (Wilayah Pembangunan Tegallega, Karees, Cibeunying, Bojonegara): kebijakan memprioritaskan pengembangaBandung Timur (Wilayah Pembangunan Arcamanik, Derwati, Kordon, dan dan Ujung Berung): kebijakan mengarahkan dan pemprioritaskan pengembagan
Kebijakan pendukung Struktur tata ruang	Menyempurnakan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana (jaringan) transportasi yang ada untuk mendukung perkembangan pusat primer dan sekunderMengembangkan jalan alternative dengan memprioritaskan jalan tembus yang sudah direncanakanMeningkatkan akses melalui pengembangan jalan bebas hambatan dalam kota, pembangunan jalan lingkar utara dan/atau akses utara selatan di Bandung Timur
Sumber : RPJMD Kota Bandung, Tahun 2009-2013

Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung, Kota Bandung adalah bagian yang sangat penting bagi perencanaan pembangunan Kota Bandung dalam jangka panjang. Menurut rencana tersebut Kota Bandung akan disusun atas struktur primer, sekunder dan lingkungan. Pusat Primer adalah di Alun-Alun dan Gedebage. Sistem pusat kegiatan yang akan dikembangkan adalah sebagai berikut:
A.	Pusat Primer Inti Pusat Kota
 Pusat Primer Inti Pusat Kota melayani Pusat Sekunder Setrasari, Sadang Serang, Kopo Kencana  dan Turangga. Kebijakan dasar pengembangannya adalah  urban renewal. Wilayah belakang Pusat Primer Inti Pusat Kota adalah: 





2.	Pusat sekunder Sadang Serang, melayani: 
	Kecamatan Cidadap 
	Kecamatan Coblong 
	Kecamatan Bandung Wetan 
	Kecamatan Cibenying Kidul 
	Kecamatan Cibeunying Kaler 
	Kecamatan Sumur Bandung 
3.	Pusat sekunder Kopo Kencana, melayani: 
	Kecamatan Astana Anyar 
	Kecamatan Bojongloa Kidul 
	Kecamatan Bojongloa Kaler 
	Kecamatan Babakan Ciparay 
	Kecamatan Bandung Kulon 
4.	Pusat  sekunder Turangga, melayani: 
	Kecamatan Regol 
	Kecamatan Lengkong  
	Kecamatan Batununggal 
	Kecamatan Kiaracondong
B.	 Pusat Primer Gedebage 
	Pusat Pelayanan Gedebage melayani Subpusat Pelayanan Arcamanik, Ujungberung, Kordon dan Derwati. Kebijakan dasar pengembangannya adalah urban development. Wilayah belakang Pusat Pelayanan Gedebage adalah:









3.	Subpusat Pelayanan Kordon, melayani:
∙	Kecamatan Bandung Kidul
∙	Kecamatan Buahbatu
4.	Subpusat Pelayanan Derwati, melayani:
∙	Kecamatan Gedebage
∙	Kecamatan Rancasari
Khusus untuk pusat primer yang baru yaitu Pusat Primer Gedebage, direncanakan minimal mempunyai fungsi-fungsi pelayanan sebagai berikut :
a.	Pendidikan, meliputi: perguruan tinggi dan perpustakaan.
b.	Kesehatan, meliputi: rumah sakit tipe b dan rumah sakit gawat darurat. Rumah sakit umum kelas b adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medis sekurang-kurangnya 11 spesialistik dan subspesialistik terbatas. Pelayanan medis spesialistik luas adalah pelayanan medis spesialistik dasar ditambah dengan pelayanan spesialistik telinga, hidung, tenggorokan, mata, syaraf, jiwa, kulit dan kelamin, jantung, paru, radiology, anestesi, rehabilitasi medis, patologis klinis, patologi atonomi dan pelayanan spesialistik lain sesuai kebutuhan.
c.	Peribadatan, meliputi: masjid wilayah dan tempat peribadatan lainnya.
d.	Bina sosial, meliputi: gedung pertemuan umum.
e.	Olahraga/rekreasi, meliputi: komplek olahraga dengan gelanggang olahraga, gedung hiburan dan rekreasi, bioskop, gedung kesenian, taman kota, gedung kesenian tradisional.
f.	Pelayanan pemerintah, meliputi: kantor pemerintahan, kantor pos wilayah, kantor kodim, kantor telekomunikasi wilayah, kantor PLN wilayah, kantor PDAM wilayah, kantor urusan agama, pos pemadam kebakaran.
g.	Perbelanjaan/niaga, meliputi: pusat perbelanjaan utama, pasar, pertokoan, pusat belanja, bank-bank, perusahaan swasta dan jasa-jasa lain.
h.	Sarana dan prasarana transportasi, meliputi jaringan jalan untuk meningkatkan kemudahan pergerakan antar lokasi fungsi-fungsi pelayanan dengan cara meningkatkan jaringan jalan yang ada dan menambah jalur baru serta fasilitas terminal dan parkir umum.
 Untuk masing-masing pusat sekunder yang akan dikembangkan minimal menyediakan fungsi-fungsi pelayanan sebagai berikut:
a.	Pendidikan meliputi: akademi dan perpustakaan.
b.	Kesehatan meliputi: rumah sakit pembantu tipe c. Rumah sakit umum kelas c adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan medis spesialistik dasar. Pelayanan medis spesialistik dasar adalah pelayanan medis spesialistik penyakit dalam, kebidanan dan penyakit kandungan, bedah dan kesehatan anak.
c.	Peribadatan meliputi: masjid dan tempat ibadah lain.
d.	Bina sosial meliputi: gedung serba guna.
e.	Olahraga/rekreasi meliputi: stadion mini, museum, gedung olah seni dan bioskop.
f.	Pelayanan pemerintah meliputi: kantor kecamatan, kantor pelayanan umum, koramil, KUA/BP-4/balai nikah, pos pemadam kebakaran, kantor pos, telekomunikasi, dipo kebersihan dan gardu listrik.
g.	Perbelanjaan/niaga meliputi: pusat perbelanjaan/pasar.
 Sarana dan prasarana transportasi, meliputi jaringan jalan untuk meningkatkan kemudahan pergerakan antar lokasi fungsi-fungsi pelayanan dengan cara meningkatkan kondisi jaringan jalan yang ada dan menambah jalur baru serta fasilitas terminal dan parkir umum. Selain pengembangan dan penataan Pusat Primer dan Pusat Sekunder (pusat WP) direncanakan pula penataan pusat-pusat sub-WP dan pusat-pusat lingkungan agar dapat memberikan pelayanan yang optimal.
Tabel III.2
Rencana Struktur Pelayanan Kota Bandung Tahun 2013
No	Struktur Sistem Pusat	Fungsi	Skala	Bentuk	Lokasi
1	Pusat Primer Alun-Alun	KomersialPerdaganganSosial Budaya	   Kota dan Regional   Nasional & Internasional	PerkantoranHistorical Building, Pelestarian Kawasan	  Alun-Alun dan sekitarnya
2	Pusat Primer Gedebage	TerminalSosialJasa/Perdagangan	   Regional & Internasional   Kota	  Orang & Barang   Stadion	Pasar Perkantoran	   Gedebage dan Sekitarnya
3	Pusat Sekundera. Bojonegara	PermukimanIndustri Teknologi TinggiPerdaganganLindung	Kota/Bagian KotaKotaKota/Bagian KotaKota	RetailGrosirPasar	- Sempadan Sungai, Mata Air - Taman	Setrasari
	b. Tegalega	PermukimanPerdaganganPerkantoranIndustri Non Polutan	KotaBagian KotaKotaKota	RetailGrosirPasar	- Sempadan Sungai, Mata Air - Taman	Kopo Kencana
	c. Karees	PerdaganganIndustriPermukimanPerkantoran	KotaKotaBagian KotaBagianKota	RetailGrosirPasar	- Sempadan Sungai, Mata Air - Taman	Maleer
	d. Cibeunying	PemerintahanPendidikan TinggiPerdaganganLindung	KotaKotaKotaKota	RetailGrosirPasarTaman	- Sempadan Sungai, Mata Air - Historical Building, Preservasi Kawasan	Sadang Serang
	e. Gedebage	PermukimanIndustriJasa	KotaKotaKota	RetailGrosirPasar	- Sempadan Sungai, Mata Air - Taman	Derwati
	f. Ujung Berung	PermukimanIndustriLindung	KotaKotaKota	RetailGrosirPasar	- Sempadan Sungai, Mata Air - Taman	Ujungberung
	g. Kordon	PermukimanIndustriJasa	KotaKotaKota	RetailGrosirPasar	- Sempadan Sungai, Mata Air - Taman	Kordon
	h. Arcamanik	PermukimanIndustriLindung	KotaKotaKota	RetailGrosirPasar	- Sempadan Sungai, Mata Air - Taman	Arcamaniki
4	Pusat Lingkungan	PerdaganganPerumahan	 Skala Lingkungan	- Retail	
Sumber : RTRW Kota Bandung, Tahun 2011-2030

3.2.2	Karakteristik Fisik Dasar Kota Bandung
A.	Topografi
Bandung terletak pada ketinggian rata-rata 791 meter di atas permukaan laut (dpl). Titik tertinggi berada di daerah Utara, yaitu 1.050 meter, dan titik terendah berada di daerah Selatan, yaitu 675 meter di atas permukaan laut. Permukaan tanah di wilayah Kota Bandung bagian Selatan hingga lajur lintasan kereta api relatif datar, sedangkan di wilayah kota bagian Utara berbukit-bukit. Secara topografis, kawasan cekungan Bandung merupakan daerah dengan kemiringan yang bervariasi. Sebagian besar kawasan cekungan Bandung merupakan daerah datar (kemiringan 0–8%), 21% merupakan daerah landai (kemiringan 8–15%), 20% bergelombang (kemiringan 15-25%), 12% merupakan daerah curam (kemiringan 25-40%), dan 5% merupakan daerah sangat curam (kemiringan > 40%).

Gambar 3.1
Daerah Cekungan Bandung dan Kota Bandung
Sumber : Bandung Dalam Angka, 2010

Sebagai suatu daerah yang didominasi oleh daerah dataran pada suatu dasar Cekungan Bandung, Kota Bandung memiliki potensi panorama alam yang menarik karena dikelilingi pemandangan pegunungan di sekelilingnya dan juga memiliki potensi sumber daya air yang melimpah, walaupun demikian kondisi tersebut juga memiliki kerugian yaitu :
	Memiliki kecenderungan untuk memiliki daerah genangan air, baik berupa dataran basah (wetland) maupun dataran banjir (floodplain) apabila daerah dataran yang lebih tinggi sudah tidak mampu lagi meresapkan air hujan dan muka tutupan lahan Satuan Bentang Alam Dataran Danau Bandung sudah tidak mampu lagi meresapkan aliran air larian hujan.
	Memiliki kecenderungan untuk memerangkap udara dan untuk mengakumulasi polusi udara, air, dan tanah yang lebih tinggi sehingga ada kemungkinan mengalami kenaikan suhu udara yang lebih cepat dan ekstrim (urban heat island).
B.	Geologi
Keadaan geologis dan tanah yang ada di Kota Bandung dan sekitarnya lapisan alluvial hasil letusan Gunung Tangkuban Perahu.  Jenis material di bagian utara umumnya merupakan jenis andosol, di bagian selatan serta di bagian timur terdiri atas sebaran jenis alluvial kelabu dengan bahan endapan liat.  Di bagian tengah dan barat tersebar jenis tanah andosol.
C.	Klimatologi
Kondisi Iklim dan cuaca suatu wilayah dipengaruhi oleh letak geografis, bentukan bumi / geomorfologis, jenis tutupan lahan, serta faktor kondisi ekologis kawasan. Menurut letak geografis, kota Bandung terletak pada zona iklim tropis basah dengan curah hujan yang tinggi, sinar matahari yang melimpah sepanjang tahun, serta temperatur udara sedang hingga tinggi. Faktor geomorfologis Kota Bandung yang dipengaruhi oleh pegunungan di sekitarnya menjadikan iklim tropis basah dengan kondisi cuaca khas lingkungan sekitar pegunungan yang sejuk dan lembab. Namun beberapa waktu belakangan ini temperatur rata-rata Kota Bandung meningkat tajam, hingga mencapai 30,2oC dengan temperatur tertinggi yaitu pada bulan April. Hal tersebut diduga terutama disebabkan oleh polusi udara akibat kendaraan bermotor dan dampak dari pemanasan global.
D.	Hidrologi





Sumber Air Baku dan Kapasitas Produksi PDAM di Kota Bandung
Kabupaten/Kota	Sumber Air Baku	Produksi/Tahun(M3/Tahun)	Sumber Air Baku Tambahan
Kota Bandung	Sungai: Cikapundung, Cibeureum, Cikalong, Cipanjalu, dan CisangkuyMata Air: Cikendi dan CikareoSumur Bor: Cigentur, Ciliang, Ciwangun, Cisalakah, Cicariuh, Bantar Aur, dan Cipedes	77.902.342	Situ CipanjaluWaduk Cidadap, Gedebage, Saguling, CirataUjung Berung
Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2002; dalam Kajian Metropolitan Bandung, Departemen PU, 2010
Tabel III.3 menunjukkan pembagian sub DAS di wilayah Metrpolitan Bandung di mana terlihat bahwa Kota Bandung merupakan bagian dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. Elemen hidrologi Kota Bandung terdiri dari beberapa sungai dan anak sungai yang membentang dari wilayah Utara ke Selatan yang seluruhnya bermuara ke Sungai Citarum.
Sungai yang ada di Kota Bandung, terdiri dari 15 sungai sepanjang 265,05 km, diantaranya yaitu Sungai Cikapundung, Cipamokolan, Cidurian, Cidadas, Cinambo, Ciwastra, Citepus, Cibedung, Curug Dog-dog, Cibaduyut, Cikahiyangan, Cibuntu, Cigondewah, Cibereum, dan Cinanjur. Sungai-sungai tersebut dipergunakan sebagai saluran induk dalam pengaliran air hujan dan juga sebagian kecil penduduk masih dipergunakan untuk keperluan MCK. Sungai utama yang menampung air hujan Kota Bandung adalah Sungai Cikapundung dengan panjang 62,10 km yang memiliki anak sungai yang mengalir dari Utara ke Selatan.

3.2.3	Pola Penggunaan Lahan Kota Bandung
Pada dasarnya pola penggunaan lahan yang terjadi di wilayah Kota Bandung dipengaruhi oleh faktor alami maupun faktor non alami. Secara alami faktor yang mempengaruhi penggunaan lahan Kota Bandung antara lain kemiringan tanah, jenis tanah, curah hujan, kandungan air tanah dan sebagainya, sedangkan faktor non alami yang mempengaruhi lahan yaitu aktivitas yang terjadi di masyarakat, mata pencaharian, jumlah penduduk, sebaran penduduk. Adapun pola penggunaan lahan suatu kota biasanya didominasi oleh kegiatan sekunder dan tersier yaitu kegiatan industri, perdagangan dan jasa.
Sebagai salah satu kota yang penting dan berpenduduk relaif padat, maka sebagian besar lahan di Kota Bandung (55,5%) digunakan sebagai lahan perumahan. Penggunaan untuk kegiatan-kegiatan jasa sekitar 10% dan masih ada lahan sawah sekitar 20,1% pada tahun 2011.
Tabel III.4
Penggunaan Lahan di Kota Bandung Tahun 2011











Sumber: Badan Pertanahan Kota Bandung, 2011






di Kota Bandung Tahun 2011 
Sumber: Badan Pertanahan Kota Bandung, 2011




Peta Penggunaan Lahan Kota Bandung Tahun 2011


3.2.4	Karakteristik Penduduk Kota Bandung
Penduduk Kota Bandung tahun 2011 adalah 2.424.957 orang. Dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 1.230.615 orang dan penduduk perempuan sebanyak 1.194.324 orang. Rata-rata kepadatan penduduk Kota Bandung 16.059 jiwa/Km2, dilihat dari segi kepadatan penduduk per Kecamatan, maka Kecamatan Bojongloa Kaler merupakan daerah terpadat dengan kepadatan penduduk 38.983 jiwa/Km2. Jumlah rumah tangga Kota Bandung adalah sebanyak 644.709 rumah tangga dengan jumlah rata-rata 3,8 jiwa per rumah tangga.
Tabel III.5
Distribusi Penduduk per Kecamatan

































		Sumber : BPS, Kota Bandung Tahun 2011
Dapat dilihat dari tabel diatas distribusi penduduk Kota Bandung dibagi per kecamatan Tahun 2011 dimana kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk paling banyak yaitu pada kecamatan Batununggal sebanyak 121.868 jiwa dan diikuti oleh kecamatan Bandung Kulon sebanyak 120.857 jiwa. Sementara itu untuk proporsi yang paling kecil terdapat di kecamatan Cinambo yang hanya sebanyak 21.480 jiwa diikuti kecamatan Gedebage yang hanya sebanyak 33.216 jiwa pada tahun 2011.

3.2.5	Struktur Ruang Kota Bandung
Ruang Kota Bandung terdiri dari unsur-unsur pusat-pusat pelayanan kota secara berjenjang, pembagian wilayah kota, sebaran kegiatan fungsional, dan sistem jaringan prasarana transportasi.
3.2.5.1	Hirarki Pusat Pelayanan Kota
Untuk mendukung struktur ruang yang direncanakan, Rencana hirarki pusat pelayanan wilayah Kota Bandung dibagi menjadi 3 jenjang yaitu:
a.	pusat pelayanan kota (PPK) melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional;
b.	subpusat pelayanan kota (SPK) yang melayani subwilayah kota (SWK); dan
c.	pusat lingkungan (PL)

3.2.5.2	Pusat Pelayanan Kota (PPK)
Wilayah Kota Bandung dibagi menjadi delapan Subwilayah Kota (SWK) yang dilayani oleh delapan Subpusat Pelayanan Kota (SPK) dan dua Pusat Pelayanan Kota (PPK). Pusat pelayanan kota melayani 2 juta penduduk, sedangkan subpusat pelayanan kota melayani sekitar 500.000 penduduk. 
Tabel III.6
Distribusi Penduduk Per Subwilayah Kota (SWK)










J u m l a h	2.485.305	2.865.885	3.183.035	3.500.185	3.817.335
Sumber: RTRW Kota Bandung 2011-2030
Pusat pelayanan kota yang direncanakan sampai dengan tahun 2030 adalah pusat Alun-alun dan Gedebage. Pusat Pelayanan Alun-alun melayani Subwilayah Kota (SWK) Cibeunying, Karees, Bojonegara, dan Tegalega, sedangkan Pusat Pelayanan Gedebage melayani Subwilayah Kota Arcamanik, Derwati, Kordon, dan Ujungberung. Sistem pusat kegiatan yang akan dikembangkan sebagai berikut:
A.	Pusat Pelayanan Alun-Alun (PPK Alun-alun)
Pusat Pelayanan Alun-alun melayani Subpusat Pelayanan Kota (SPK) Setrasari, Sadang Serang, Kopo Kencana dan Turangga. Kebijakan dasar pengembangannya adalah urban renewal. Wilayah belakang Pusat Pelayanan Alun-alun adalah:























B.	Pusat Pelayanan Gedebage (PPK Gedebage)
Pusat Pelayanan Gedebage melayani Subpusat Pelayanan Arcamanik, Ujungberung, Kordon dan Derwati. Kebijakan dasar pengembangannya adalah urban development. Wilayah belakang Pusat Pelayanan Gedebage adalah:









7.	Subpusat Pelayanan Kordon, melayani:
∙	Kecamatan Bandung Kidul
∙	Kecamatan Buahbatu




Fungsi Khusus Subwilayah Kota
No.	Wilayah	Fungsi khusus
1.	Bojonagara	Pemerintahan, Pendidikan







Sumber: RTRW Kota Bandung 2011-2030
Pusat pelayanan kota minimum memiliki fasilitas skala kota yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, olahraga/rekreasi, pemerintahan, perbelanjaan, dan transportasi. Idealnya, fasilitas tersebut berada pada satu lokasi tetapi bila tidak memungkinkan paling sedikit fasilitas tersebut berada di dalam wilayah yang dilayaninya. Fasilitas minimum skala kota yang dimaksud antara lain:
a.	Pendidikan, meliputi: perguruan tinggi dan perpustakaan
b.	Kesehatan, meliputi: rumah sakit tipe B dan rumah sakit gawat darurat
c.	Peribadatan, meliputi: masjid wilayah dan tempat peribadatan lainnya
d.	Bina sosial, meliputi: gedung pertemuan umum
e.	Olahraga/rekreasi, meliputi: komplek olahraga dengan gelanggang olahraga, gedung hiburan dan rekreasi, bioskop, gedung kesenian, taman kota, gedung seni tradisional
f.	Pemerintahan, meliputi: kantor pemerintahan, kantor pos wilayah, kantor kodim, kantor telekomunikasi wilayah, kantor PLN wilayah, kantor PDAM wilayah, kantor urusan agama, pos pemadam kebakaran
g.	Perbelanjaan/niaga, meliputi: pusat perbelanjaan utama, pasar modern, pertokoan, pusat belanja, bank-bank, perusahaan swasta dan jasa-jasa lain; dan
h.	Transportasi, meliputi: terminal dan parkir umum.

3.2.5.3	Pembagian Subpusat Pelayanan Kota (SPK)
Adapun pembagian subpusat pelayanan kota (SPK) di Kota Bandung adalah sebagai berikut:
a.	Subwilayah Kota Bojonagara dengan Subpusat Pelayanan Setrasari, meliputi Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo, Andir.
b.	Subwilayah Kota Cibeunying dengan Subpusat Pelayanan Sadang Serang meliputi Kecamatan Cidadap, Coblong, Bandung Wetan, Sumur Bandung, Cibeunying Kidul, Cibeunying Kaler.
c.	Subwilayah Kota Tegallega dengan Subpusat Pelayanan Kopo Kencana,meliputi Kecamatan Bandung Kulon, Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, Astana Anyar.
d.	Subwilayah Kota Karees dengan Subpusat Pelayanan Turangga, meliputi Kecamatan Regol, Lengkong, Kiaracondong, Batununggal.
e.	Subwilayah Kota Arcamanik dengan Subpusat Pelayanan Arcamanik, meliputi Kecamatan Arcamanik, Mandalajati, Antapani.
f.	Subwilayah Kota Ujungberung dengan Subpusat Pelayanan Ujungberung meliputi Kecamatan Cibiru, Ujungberung, Cinambo, Panyileukan.
g.	Subwilayah Kota Kordon dengan Subpusat Pelayanan Kordon, meliputi Kecamatan Bandung Kidul, Buah; dan
h.	Subwilayah Kota Derwati dengan Subpusat Pelayanan Derwati, meliputi Kecamatan Gedebage, Rancasari.
Subpusat pelayanan kota minimum memiliki fasilitas skala subwilayah kota yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, olahraga/rekreasi, pemerintahan, perbelanjaan, dan transportasi. Idealnya fasilitas tersebut berada pada satu lokasi tetapi bila tidak memungkinkan paling sedikit fasilitas tersebut berada di dalam wilayah yang dilayaninya. Fasilitas minimum skala subwilayah kota yang dimaksud antara lain:
a.	Pendidikan: akademi dan perpustakaan
b.	Kesehatan: rumah sakit pembantu tipe C
c.	Peribadatan: masjid dan tempat ibadah lain
d.	Bina sosial: gedung serba guna
e.	Olahraga/rekreasi: stadion mini, museum, gedung olah seni dan bioskop
f.	Pelayanan pemerintah: kantor kecamatan, kantor pelayanan umum, Koramil, Kantor Urusan Agama (KUA)/Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP-4)/balai nikah, pos pemadam kebakaran, kantor pos, telekomunikasi, dipo kebersihan dan gardu listrik
g.	Perbelanjaan: pusat perbelanjaan/pasar; dan
h.	Transportasi: terminal transit dan parkir umum.
Pusat Lingkungan (PL)




















3.3	Gambaran Umum RTH Kota Bandung
Secara struktural, RTH Kota Bandung dapat dikategorikan secara umum menjadi RTH yang berbentuk linier (koridor) dan radial (bercak). Sedangkan di wilayah tertentu terdapat RTH yang secara struktural berupa matriks, yaitu seperti lahan pertanian (sawah) yang terdapat di wilayah Gedebage. RTH linier terdiri dari jalur hijau jalan, median jalan, sempadan sungai, dan lahan bervegetasi di bawah SUTET. Sedangkan RTH berbentuk bercak terdiri dari berbagai macam taman seperti taman kota, taman lingkungan (perumahan, perkantoran, sekolah, dan perindustrian), dan taman rekreasi. Sementara macam RTH lainnya yang berbentuk bercak adalah kebun binatang, pemakaman umum, dan lapangan upacara.
 Secara kuantitas, kualitas, dan distribusinya, RTH di Kota Bandung menunjukkan perbedaan yang terjadi di antara wilayah yang berbeda maupun di dalam masing-masing wilayah. Adanya perbedaan secara struktural (komposisi dan konfigurasi) dan fungsional tersebut dapat berpengaruh terhadap kondisi iklim mikro di tiap wilayah dan keanekaragaman fauna (khususnya burung dan serangga) yang memanfaatkan RTH sebagai habitat maupun tempat melakukan aktifitas lainnya. 
 Perbedaan juga ditunjukkan dari segi tingkat kerentanan perubahan RTH; tipe RTH seperti lahan pertanian dan taman yang berada di lingkungan perkantoran dan perindustrian relatif lebih rentan terhadap perubahan dibandingkan dengan tipe RTH lain seperti taman kota dan taman lingkungan perumahan. Secara umum dapat dikatakan bahwa wilayah Ujung Berung dan Gedebage merupakan yang wilayah yang RTHnya lebih rentan terhadap perubahan. Padahal kedua wilayah ini memiliki tipe RTH yang luas, yaitu lahan pertanian (lahan kering dan pesawahan).
 Secara keseluruhan dapat ditemukan hanya beberapa tipe RTH saja yang ada di Kota Bandung dan masing-masing tipe menunjukkan penyebaran yang berbeda di dalam masing-masing wilayah maupun di antara wilayah yang berbeda. Beberapa tipe RTH yang umum dijumpai di Kota Bandung adalah taman lingkungan di perumahan, perkantoran, sekolah dan perindustrian. Tipe lainnya yang juga umum dijumpai adalah pemakaman umum, lapangan olah raga, dan lahan pertanian. Sementara tipe RTH yang secara fungsional cukup penting tetapi jarang dijumpai adalah taman kota yang hanya dijumpai di dua wilayah saja, yaitu Cibeunying dan Karees. 
 Salah satu permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam studi ini adalah kenyataan bahwa tipe-tipe RTH yang umum ditemukan di semua wilayah di Kota Bandung justru cenderung rentan terhadap perubahan (konversi) seperti taman-taman yang terdapat di lingkungan perkantoran, sekolah, dan perindustrian serta lahan pertanian yang tersebar di keenam wilayah. Sementara itu, keberadaan tipe RTH yang relatif stabil dan kecil kemungkinannya untuk dikonversi menjadi tataguna lahan bukan RTH dan tidak umum dijumpai di semua wilayah, bahkan distribusinya di dalam suatu wilayah hanya terbatas di daerah tertentu saja. Misalnya RTH taman kota yang banyak dijumpai di Wilayah Cibeunying dan Karees, padahal tipe RTH ini mempunyai multifungsi seperti fungsi estetika, sosial, dan ekologi.
 Di Kota Bandung terdapat juga RTH yang status pengelolaannya di bawah pihak privat tetapi sebenarnya tidak rentan terhadap konversi. Tipe RTH ini mempunyai luas yang cukup besar apabila dibandingkan dengan tipe-tipe RTH lainnya. Tipe RTH dimaksud adalah jalur hijau pengaman yang berada di jalan tol Padaleunyi. Diperkirakan luas RTH yang berada di sepanjang jalan tol ini tidak kurang dari 10 Ha.

3.4	Kondisi RTH di Masing-Masing Wilayah di Kota Bandung
3.4.1	RTH Wilayah Cibeunying
Wilayah Cibeunying memiliki keanekaan tipe RTH yang paling tinggi dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya di Kota Bandung. Hasil inventarisasi mencatat sedikitnya 13 tipe RTH dapat ditemukan di Wilayah Cibeunying. Tipe RTH yang umum ditemukan adalah taman lingkungan perumahan dan perkantoran, lapangan olahraga, dan lahan pertanian. Sementara tipe RTH lainnya yang hanya ditemukan di daerah tertentu di Wilayah Cibeunyng adalah taman kota dan taman rekreasi. Distribusi taman kota di Wilayah Cibeunying ternyata tidak merata karena hanya ditemukan di daerah tertentu saja, yaitu di Kecamatan Bandung Wetan, Coblong, dan Sumur Bandung.Wilayah Cibeunying merupakan satu-satunya wilayah di Kota Bandung yang tidak mempunyai RTH pemakaman umum.
Satu-satunya tipe RTH milik pemerintah yang di Kota Bandung hanya ditemukan di Wilayah Cibeunying adalah kebun binatang. Tipe RTH ini memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap penutupan RTH di Wilayah Cibeunying karena luasnya mencapai lebih dari 10 hektar. RTH Kebun Binatang Bandung didominasi oleh vegetasi pohon sehingga dapat dikatakan mempunyai fungsi ekologi yang cukup penting, khususnya berkaitan dengan penyediaan habitat bagi hidupan liar di lingkungan perkotaan.
Ditinjau dari kerapatan masing-masing tipe RTH yang ada di Wilayah Cibeunying, data menunjukkan bahwa kerapatan koridor (jalur hijau jalan dan median jalan di jalan arteri dan kolektor) di wilayah ini menunjukkan rata-rata tertinggi diantara enam wilayah di Kota Bandung, dengan rentang kerapatan antara 4 sampai dengan 15 koridor per km2. Sementara untuk RTH berbentuk taman kota yang secara struktural merupakan bercak, rata-rata kerapatannya kurang dari 1 per km2. Sedangkan kerapatan tipe RTH lainnya seperti taman lingkungan perumahan atau perkantoran tidak dapat dihitung dengan pasti karena keterbatasan data yang tersedia.
Meskipun keberadaan RTH taman kota dan taman rekreasi tidak dijumpai secara merata di keseluruhan Wilayah Cibeunying, analisis konektivitas menunjukkan bahwa taman-taman tersebut masih dihubungkan oleh satu atau lebih koridor (terutama oleh jalur hijau jalan). Artinya, RTH taman di Wilayah Cibeunying tidak terisolasi sepenuhnya. Adanya koneksi antara RTH taman dan koridor (jalur hijau jalan, median jalan, dan sempadan sungai) membentuk jaringan memberikan keuntungan ekologis khususnya bagi hidupan liar yang menghuni tipe-tipe RTH tersebut. 
Adanya jaringan RTH yang meliputi taman kota yang dihubungkan oleh koridor merupakan kondisi habitat di lingkungan perkotaan yang masih memungkinkan dijumpainya beragam jenis burung. Tidak kurang dari 30 jenis burung masih dapat dijumpai di RTH taman kota yang terdapat di Wilayah Cibeunying. Burung-burung tersebut masih dapat melakukan mobilitas antara lain dikarenakan adanya jaringan RTH seperti disebutkan di atas. Adanya konektivitas yang baik sehingga jaringan RTH di Wilayah Cibeunying masih mampu menyediakan habitat untuk mobilitas berbagai jenis burung diindikasikan oleh tingkat kesamaan komposisi jenis yang tinggi di RTH taman kota yang berbeda.
Dari segi kualitas, koridor yang terdapat di Wilayah Cibeunying pada umumnya menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan di sebagian besar wilayah lain. Hal ini dapat dilihat dari penutupan tajuk (pohon) yang rapat. Kondisi seperti ini dapat dijumpai di beberapa jalur hijau jalan yang terdapat di jalan arteri dan kolektor yang dapat dikatakan sebagai koridor utama di Kota Bandung, misalnya di Jalan LL.RE Martadinata, Jalan Diponegoro, Jalan Cihampelas, dan Jalan Cipaganti. Di beberapa ruas jalan tertentu, penutupan tajuk yang rapat dapat dilihat dalam dua dimensi, yaitu memanjang dan melintang ruas jalan. Kondisi ini dapat dilihat antara lain di Jalan Garuda dan Jalan Cipaganti. Namun di lain pihak, di beberapa koridor utama (jalan arteri dan kolektor) lainnya penutupan tajuk vegetasi pohon di sepanjang jalan terputus pada titik tertentu, misalnya seperti yang dijumpai di Jalan Ir. H. Juanda. Kondisi seperti ini dapat mengurangi kualitas koridor dari segi fungsional, misalnya dalam hal jalur mobilitas hidupan liar di perkotaan.
Konektivitas RTH yang masih relatif lebih baik dibandingkan dengan di wilayah lain berdampak terhadap kondisi iklim mikro di Wilayah Cibeunying. Hal ini ditunjukkan oleh rata-rata temperatur harian yang diukur di beberapa titik pengukuran di Wilayah Cibeunying pada bulan Juni, yaitu antara 20,9oC–21,6o C. Sementara di wilayah lain yang kondisi penutupan RTHnya kurang, rata-rata temperatur harian pada bulan yang sama bisa mencapai 22oC - 23oC.





Wilayah Bojonegara berbatasan langsung dengan Wilayah Cibeunying sehingga beberapa tipe RTH yang ada di kedua wilayah ini saling bersambungan, antara lain yang berbentuk koridor. Namun demikian Wilayah Bojonegara memiliki keanekaan tipe RTH yang lebih sedikit dibandingkan dengan Wilayah Cibeunying, yaitu 11 tipe RTH. Tipe RTH yang umum ditemukan hampir sama dengan di wilayah tetangganya, yaitu taman lingkungan perumahan dan perkantoran, lapangan olahraga, dan lahan pertanian. Di wilayah ini tidak terdapat RTH taman kota seperti halnya di Wilayah Cibeunying. Namun berdasarkan data yang ada, satu-satunya wilayah di Kota Bandung yang memiliki RTH lapangan upacara adalah Wilayah Bojonegara, meskipun luasnya kurang dari 2000m2. 
Ditinjau dari kerapatan masing-masing tipe RTH yang ada di Wilayah Bojonegara, data menunjukkan bahwa kerapatan koridor (jalur hijau jalan dan median jalan di jalan arteri dan kolektor) di wilayah ini menunjukkan rata-rata yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan Wilayah Cibeunying, yaitu antara  0 sampai dengan 9 koridor per km2. Sedangkan RTH berbentuk bercak seperti taman kota tidak terdapat di Wilayah Bojonegara sehingga tidak dapat dihitung kerapatannya. Sementara itu kerapatan RTH berbentuk bercak lainnya seperti taman lingkungan perumahan atau perkantoran tidak dapat dihitung dengan pasti karena keterbatasan data yang tersedia.
Apabila dibandingkan dengan di Wilayah Cibeunying, konektivitas RTH yang berbentuk koridor di Wilayah Bojonegara dapat dikatakan lebih rendah. Hal ini dapat dilihat dari jaringan jalan yang saling berkoneksi tidak selalu ditutupi oleh vegetasi pohon pelindung jalan sehingga secara spasial jaringan hijau tidak selalu terlihat di Wilayah Bojonegara. Bahkan jaringan koridor ini hanya terlihat di bagian tertentu saja dari Wilayah Bojonegara, misalnya, yang jelas terlihat cukup baik hanya di daerah Sukajadi saja. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa kualitas jaringan RTH di Wilayah Bojonegara tidak sebaik di Wilayah Cibeunying. Namun secara kuantitatif perbedaan kualitas RTH di kedua wilayah tersebut sulit ditentukan mengingat data yang diperlukan sangat terbatas ketersediannya.
Seperti halnya di Wilayah Cibeunying, secara umum dapat dikatakan bahwa tipe-tipe RTH yang umum dijumpai di Wilayah Bojonegara seperti taman lingkungan perumahan dan pemakaman umum merupakan tipe RTH yang relatif tidak mudah dikonversi menjadi tataguna lahan lain yang tidak berfungsi sebagai RTH. Namun tipe RTH lahan pertanian yang luasnya mencapai lebih dari 150 Ha diperkirakan tidak mudah untuk dipertahankan karena konvesinya menjadi tataguna lahan lain tampak terus terjadi.

3.4.3	RTH Wilayah Karees 
Di Wilayah Karees dapat dijumpai tidak kurang dari 11 tipe RTH yang berbentuk koridor dan bercak. Sebagian besar tipe RTH yang ditemukan di wilayah ini sama dengan yang ditemukan di Wilayah Cibeunying dan Wilayah Bojonegara. Namun tipe RTH taman lingkungan di perkantoran tidak dijumpai di Wilayah Karees. Salah satu tipe RTH taman yang menonjol di Wilayah ini adalah taman kota, yaitu Taman  Tegalega. Di wilayah ini luas RTH taman kota cukup berkontribusi terhadap penutupan RTH di Kota Bandung, yaitu dengan luasan mencapai lebih dari 16 ha.
Seperti halnya di Wilayah Cibeunying dan Wilayah Bojonegara, jaringan RTH di Wilayah Karees tampak tidak merata. Ditinjau dari kerapatan masing-masing tipe RTH yang ada di Wilayah Karees, data menunjukkan bahwa kerapatan koridor (jalur hijau jalan dan median jalan di jalan arteri dan kolektor) di wilayah ini menunjukkan rata-rata yang rendah dibandingkan dengan Wilayah Cibeunying, yaitu antara 0 sampai dengan 7 koridor per km2. Sementara itu kerapatan RTH berbentuk bercak seperti taman lingkungan perumahan atau perkantoran, seperti halnya di wilayah lain di Kota Bandung,  tidak dapat dihitung karena keterbatasan data.
Konektivitas RTH yang berbentuk koridor di Wilayah Karees tidak sebaik yang terdapat di Wilayah Cibeunying. Seperti halnya di Wilayah Bojonegara, jaringan jalan yang saling berkoneksi di Wilayah Karees tidak selalu ditutupi oleh vegetasi pohon pelindung jalan sehingga secara spasial jaringan hijau tidak selalu terlihat di wilayah ini. Jaringan koridor hanya terlihat di bagian tertentu saja, misalnya di daerah yang secara administratif masuk ke dalam Kecamatan Lengkong dan Regol. 
Taman Tegalega yang mempunyai luasan yang cukup besar ternyata tidak memiliki konektivitas sebaik yang dapat dilihat di Wilayah Cibeunying. Meskipun demikian, Taman tegalega masih mempunyai fungsi ekologi cukup penting bagi hidupan liar di wilayah ini. Terlebih lagi, taman ini merupakan satu-satunya bercak di Wilayah Karees yang secara struktural mampu menyediakan ruang untuk kehidupan satwa liar yang menetap maupun yang singgah. Data menunjukkan bahwa tidak kurang dari 19 jenis burung, termasuk burung-burung migrant, dapat dijumpai menggunakan ruang di Taman Tegalega. Mengingat penataan vegetasi di Taman Tegalega baru dilakukan bebera tahin terakhir, diprediksikan bahwa kualitas taman Tegalega sebagai habitat burung akan terus meningkat sejalan dengan semakin kompleksnya struktur vegetasi di masa mendatang.
Seperti halnya di Wilayah Cibeunying dan Bojonegara, tipe-tipe RTH yang umum dijumpai di Wilayah Karees seperti taman lingkungan perumahan dan pemakaman umum merupakan tipe RTH yang relatif tidak mudah dikonversi menjadi tataguna lahan lain yang tidak berfungsi sebagai RTH. Namun tipe RTH lahan pertanian yang luasnya mencapai lebih dari 160 Ha dan taman di lingkungan perindustrian diperkirakan akan terus terancam oleh konversi menjadi tataguna lahan lain.

3.4.4	RTH Wilayah Ujungberung 
RTH yang berbentuk bercak dan koridor di Wilayah Ujungberung tidak kurang dari 11 tipe yang tersebar di empat kecamatan. Sebagian besar tipe RTH yang ditemukan di wilayah ini sama dengan yang ditemukan di Wilayah lain seperti di Wilayah Cibeunying dan Bojonegara. Di masa lampau, RTH lahan pertanian tampaknya merupakan matriks di wilayah ini, namun sejalan dengan perkembangan wilayah, matriks lahan pertanian mengalami fragmentasi dan umumnya berubah menjadi areal permukiman. Dewasa ini RTH lahan pertanian terlihat sebagai bercak-bercak dengan berbagai ukuran. Berdasarkan kenyataan ini dapat dikatakan bahwa di Wilayah Ujungberung sebenarnya telah terjadi penyusutan RTH akibat ekspansi areal permukiman.
Kerapatan koridor di Wilayah Ujungberung berkisar dari 0 – 8 per km2, hal ini menunjukkan bahwa sebaran koridor tidak merata di seluruh wilayah Ujungberung. Apabila dilihat dari aspek konektivitas koridor yang ada di wilayah ini, jaringan jalan yang saling berkoneksi tidak selalu ditutupi oleh vegetasi pohon pelindung jalan sehingga secara spasial jaringan hijau tidak selalu terlihat di wilayah ini. Jaringan koridor hanya terlihat di bagian tertentu saja, misalnya di daerah yang secara administratif masuk ke dalam Kecamatan Arcamanik. Berbeda dengan di Wilayah Cibeunying dan Bojonegara, jaringan RTH di Wilayah Ujungberung didominasi oleh struktur bercak. Bercak tersebut sebagian besar merupakan lahan pertanian, terutama areal persawahan.
RTH di Wilayah Ujungberung secara struktural tidak terlalu komplek karena didominasi RTH lahan persawahan, sementara koridornya tidak sebaik di Wilayah Cibeunying, Bojonegara, dan Karees. Kondisi ini menyebabkan rata-rata temperatur harian yang diukur di beberapa titik di wilayah ini sedikit lebih tinggi dibandingkan di Wilayah Cibeunying yang kerapatan RTH lebih tinggi. Rata-rata temperatur harian di Wilayah Ujungberung berkisar antara 22,8oC – 23,6oC.
Tipe-tipe RTH seperti taman lingkungan perumahan dan pemakaman umum merupakan tipe RTH yang dijumpai di Wilayah Ujungberung yang relatif tidak mudah dikonversi menjadi tataguna lahan lain yang tidak berfungsi sebagai RTH. Namun tipe RTH lahan pertanian yang luasnya hampir mencapai 1800 Ha dan taman di lingkungan perindustrian diperkirakan akan terus menyusut apabila tidak dilakukan upaya perlindungan.

3.4.5	RTH Wilayah Tegalega
Keanekaan RTH di Wilayah Tegalega yang terdiri dari berbagai tipe meliputi tidak kurang dari 10 macam, dengan tipe-tipe yang umum ditemukan di semua kecamatan di wilayah ini adalah taman lingkungan perumahan, perindustrian, dan perkantoran, lapangan olahraga, pemakaman umum, lahan pertanian. Tipe RTH sempadan sungai ditemukan secara terbatas di salah satu kecamatan, yaitu di kecamatan Bojongloa Kidul. Sementara tipe RTH yang rentan terhadap konsversi, yaitu lahan pertanian ditemukan cukup luas meliputi ± 250 Ha, sebagian besar merupakan areal persawahan.
Di Wilayah Tegalega, kerapatan koridor per km2 maksimal tidak lebih dari 5, hal ini dapat diartikan bahwa jaringan ekologi (hijau) yang dibangun oleh komponen-komponen RTH di Wilayah ini dapat dikatakan kurang baik. Apabila dibandingkan dengan wilayah lainnya di Kota Bandung, terutama Cibeunying dan Bojonegara, kualitas RTH di Wilayah Tegalega ditinjau dari segi struktur dapat dikatakan tidak baik. Di wilayah ini tidak terlihat adanya koneksi yang baik antara tipe RTH yang bertsruktur koridor. Kondisi ini akan sangat berpengaruh terhadap fungsi RTH di Wilayah ini. Jadi, secara umum dapat dikatakan bahwa kuantitas dan kualitas RTH di Wilayah Tegalega masih harus ditingkatkan. Wilayah Tegalega tampaknya harus menjadi salah satu prioritas untuk dikembangkan RYH-nya secara kuantitas dan kualitas.
Seperti halnya di Wilayah Ujungberung dan Gedebage, keberadaan tipe RTH yang cukup dominan di Wilayah Tegalega, yaitu RTH lahan pertanian, kemungkinan besar tidak akan luput dari penyusutan yang diakibatkan oleh konversi menjadi tataguna lahan lain yang struktur dan fungsinya bukan seperti RTH. Tampaknya konversi tipe RTH lahan pertanian akan lebih banyak disebabkan oleh ekspansi areal permukiman.

3.4.6	RTH Wilayah Gedebage
Keanekaan tipe RTH di Wilayah Gedebage merupakan yang terendah dibandingkan dengan keanekaan di wilayah lainnya di Kota Bandung, yaitu tidak lebih dari 9 tipe saja. Di wilayah ini terdapat satu tipe RTH yang tidak ditemukan di wilayah lain, yaitu  taman di bawah jaringan tegangan tinggi (SUTET). Namun dari segi luasannya taman di bawah jaringan SUTET ini tidak lebih dari 3 Ha. Sebaliknya, Wilayah gedebage merupakan satu-satunya wilayah di Kota Bandung yang tidak memiliki tipe RTH sempadan sungai.
Di Wilayah Gedebage tidak terlihat adanya jaringan RTH seperti halnya di Wilayah Cibeunying atau Bojonegara. Dapat dikatakan bahwa kerapatan RTH berbentuk koridor yang terdiri dari jalan arteri atau kolektor yang dilengkapi dengan jalur hijau jalan bervegetasi rapat di wilayah Gedebage adalah nol. Di wilayah ini, tipe RTH yang menonjol adalah lahan pertanian, terutama areal persawahan, yang merupakan bercak dengan berbagai ukuran yang tersebar di hampir sebagian besar Wilayah Gedebage.
RTH lahan pertanian di Wilayah Gedebage diprediksi akan terus mengalami penyusutan mengingat sampai saat ini ekspansi areal permukiman  terus terjadi. Ekspansi ini cenderung terjadi melalui konversi areal persawahan. Pengamatan lapangan menunjukkan bahwa konversi RTH lahan pertanian menjadi permukiman tidak disertai dengan upaya pembangunan tipe-tipe RTH seperti taman kota, kecuali dalam bentuk taman-taman lingkungan perumahan yang luasnya terbatas. Sementara itu tipe RTH berbentuk koridor seperti jalur hijau jalan dan median jalan belum secara signifikan berkontribusi terhadap penutupan RTH secara keseluruhan di Wilayah Gedebage.
Hasil analisis dan observasi lapangan di Wilayah Gedebage menunjukkan bahwa permasalahan RTH terkait dengan aspek-aspek kuantitas, kualitas, dan distribusi sangat menonjol dibandingkan dengan wilayah lain yang kondisi RTH sudah lebih baik. Oleh akrena itu, Wilayah Gedebage merupakan salah satu wilayah yang harus mendapat prioritas dalam peningkatan RTH di Kota Bandung.

3.4.7	Pola Penyebaran dan Luas RTH Kota Bandung
Saat ini ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah Kota Bandung tersebar dengan luas yang beragam pada masing-masing sub-wilayah kota (SWK). Dalam Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Tahun 2011-2031 disebutkan bahwa berdasarkan data tahun 2007, RTH terluas dimiliki oleh gabungan SWK Ujungberung dan SWK Arcamanik, yaitu 351,76 Ha, sedangkan RTH terkecil terdapat pada SWK Karees, yaitu 26,77 Ha. Proporsi RTH pada sub-wilayah kota lainnya adalah sebagai berikut : SWK Bojonegara seluas 76,78 Ha; SWK Cibeunying seluas 57,57 Ha; SWK Tegallega seluas 67,75 Ha; serta SWK Kordon dan SWK Gedebage dengan total luas 28,29 Ha.
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